
 

 

Jakarta, 5 Mei 1992  
Nomor : S-194/K/1992  
Lampiran : 3 (tiga)  
Perihal : Penyampaian Hasil  
  Pengawasan  
 
Kepada Yth.  
1. Para Kepala Direktorat  
2. Para Kepala Perwakilan BPKP di Lingkungan BPKP  
 
 Sebagaimana dimaklumi, penyampaian hasil pengawasan Aparat Pengawasan 
Fungsional dengan cara yang dipergunakan sekarang kadang-kadang belum menjamin: 
1. Penyampaian secara jelas temuan dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh 

pimpinan unit organisasi yang diperiksa dan pihak-pihak lain.  
2. Kecepatan sampainya hasil-hasil pengawasan kepada Aparat Pengawasan fungsional 

yang ditugasi memantau tindak lanjut hasil pengawasan.  
3. Kecepatan dan pembakuan pemrosesan hasil-hasil pengawasan menjadi informasi 

untuk perencanaan dan pengendalian pemeriksaan.  
 Sehubungan dengan itu, dalam rangka lebih menjamin tercapainya tujuan-tujuan 
tersebut di atas dipandang perlu membentuk suatu sarana yang dapat 
mengkomunikasikan hasil-hasil pengawasan kepada pihak-pihak terkait secara lebih jelas 
dan cepat serta sekaligus dapat menjadi landasan untuk pengolahan hasil-hasil 
pengawasan menggunakan media pengolahan data secara elektronik (komputer). 
Sarana tersebut ialah formulir terlampir (Lampiran I) yang diberi nama Form TP III/92 
dengan tara pengisian sebagaimana tersebut pada Lampiran 11. Untuk pengolahan secara 
elektronik data yang terisi dalam formulir tersebut akan disampaikan petunjuk 
pengoperasiannya dalam “Petunjuk Pengoperasian Program TKP-2”  
 Form TP III/92 harus diterbitkan bersamaan dengan penerbitan Laporan Hasil 
Pemeriksaan dan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang diperiksa dengan 
tembusan kepada:  
1. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah lainnya yang berwenang melakukan 

pemeriksaan terhadap unit organisasi yang bersangkutan.  
2. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
Selain itu, pihak-pihak yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang dimuat dalam Form 
TP III/92 hendaknya diminta untuk mengisi pelaksanaan tindak lanjutnya dalam kolom 
yang telah disediakan dalam Form TP III/92 dan selanjutnya mengembalikan Form TP 
III/92 yang telah diisi kepada pengirim semula. Agar pengisiannya tidak salah, para 
pejabat yang bertanggungjawab dengan tindak lanjut hendaknya diberi petunjuk cara 
pengisiannya.  
 Sebagaimana dimaklumi, TKP-2 adalah tata usaha kegiatan pengawasan yang 
menitikberatkan pada pencatatan temuan pemeriksaan, penyebab, rekomendasi dan 
tindak lanjut yang dilaksanakan oleh instansi/pihak lain. Untuk dapat memenuhi 
kebutuhan Pemerintah, tata usaha diperluas dengan mencakup pula pencatatan data 
pelaku penyimpangan, lengkap dengan nomor pokok pegawai yang bersangkutan dan 
data lain terkait.  
Tata usaha juga mencakup data yang diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian 
pemeriksaan seperti tahun PKPT, nilai anggaran yang diperiksa dan sebagainya.  
Sehubungan dengan itu, kami minta perhatian Saudara untuk memantau kebenaran dan 
kelengkapan pengisian Form TP III/92 tersebut.  
 Kami juga minta agar Form TP III/92 digunakan sejak penerbitan Laporan Hasil 
Pemeriksaan dalam tahun 1992/1993 ini. Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah terbit 
dalam tahun 1992/1993 sebelum Saudara menerima surat ini, hendaknya juga disusuli 
dengan penerbitan Form TP III/92. 
 Demikian untuk menjadi maklum serta bantuan dan perhatian Saudara dalam 
pelaksanaannya.  

 
 



 

 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

TTD 
Drs. GANDHI 

NIP.060006034 
cc. Yth. Para Deputi Kepala BPKP  


